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PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

NOMOR 18 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

SYSTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
 
Menimbang : bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal 126 ayat (3), Pasal 133 ayat (3), 

Pasal 134 ayat (3), Pasal 160 ayat (7), Pasal 162 ayat (11), Pasal 183 ayat 
(8), Pasal 189 ayat (9), Pasal 202 ayat (3), Pasal 220 ayat (7), danPasal 330, 
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, 
PerlumenetapkanPeraturanWalikotatentangSisitemdanProsedurPengelolaan
Keuangan Daerah Kota Bekasi. 

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 9 Tahun 1996 tentangPembentukanKotamadya 
Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, 
TambahanLembaran Negara Nomor 3663); 

  2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelennggaran 
Negara yang bersihdanbebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme 
(Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara 
Nomor3851); 

  3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor  47, TambahanLembaran 
Negara Nomor 4286); 

  4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  5, TambahanLembaran Negara 
Nomor 4355); 



  5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 
tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara 
Nomor 4400); 

  6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4421); 

  7. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor 8 Tahun 2005 
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan 
DaerahmenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor  
108, TambahanLembaran Negara Nomor 4548); 

  8. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4438); 

  9. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 
StandarAkuntansiPemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
49, TambahanLembaranNegaranNomor 45); 

  10. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, TambahanLembaran Negara Nomor 4578); 

  11. PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarang 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, 
TambahanLembaran Negara Nomor 4578); 

  12. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 
tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah 
(LembaranNegaranTahun 2006 Nomor  25, TambahanLembaran 
Negara Nomor 4614); 

  13. KeputusanPresidenNomor 80 Tahun 2003 
tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagai
manadiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanPresidenNomor 85 
Tahun 2006); 

  14. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 
2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah; 

  15. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 26 Tahun 2006 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2007. 



 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Meneteapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI 

 

PASAL 1 

DalamPeraturanWalikotaini yang dimaksuddengan : 

1. SistemdanProsedurPengelolaanKeuangan Daerah 
adalahPedomandalampelaksanaanPengelolaan, 
pengurusandanpertanggungjawabantatalaksanakeuangandaerahdalamrangkameningkatkante
rtibadministrasipengelolaan APBD secaraefisien, efektif, transparandanakuntabel. 

2. AnggaranPendapatandanBelanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD 
adalahrencanakeuangantahunanPemerintahdaerah yang 
dibahasdandisetujuibersamaolehPemeritah Daerah dan DPRD 
sertaditetapkandenganPeraturan Daerah. 

3. Tata Cara Penyusunan APBD adalahpokok-pokokkebijakan yang 
mencakupprosedurperencanaananggarandanprosedurpenganggaran yang 
harusdiperhatikandandipedomaniolehPemerintah Daerah danPenyusunan APBD. 

4. ProsedurPelaksanaan APBD adalahlangkah-langkah yang 
harusdipedomanidalamPenyusunanDokumenPelaksanaanAnggaran (DPA) SKPD, 
ketentuandalampengadaanbarangdanjasasertarevisianggaran. 

5. ProsedurPenatausahaanadalahlangkah-langkah yang 
harusdipedomanidalampenatausahaanpenerimaandanpengeluarananggaran. 

6. ProsedurAkuntansidanPelaporanadalahlangkah-langkah yang 
harusdipedomanidalampenyusunandanpenetapanakuntansidanpelaporan yang 
dilaksanakanoleh SKPD dan SKPKD. 

Pasal 22 

(1) SistemdanProsedurPengelolaanKeuangan Daerah Kota Bekasi, meliputi : 

 a. OrganisasiKegiatan; 
 b. TatacaraPenyusunan; 
 c. Prosedurpelaksanaan; 
 d. Prosedurpenatausahaan; 
 e. Prosedurakuntansidanpelaporan; 
 f. Pengendalian; 
 g. Pertanggungjawaban APBD; 



 h. Prosedurpembinaandanpengawasanpengelolaankeuangandaerah. 

(2) RincianSistemdanProsedurPengelolaanKeuangan Daerah Kota 
Bekasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) tercantumdalamLampiranPeraturanWalikotaini. 

Pasal 3 

PeraturanWalikotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkanpengundanganPeraturanWalikotainidenganpenempatannyadalamBerita Daerah 
KotaBekasi. 

 

        Ditetapkan di Bekasi 
        padatanggal 27 Desember 2006 
 
        WALIKOTA BEKASI 
  
         Ttd/Cap 
 
                 AKHMAD ZURFAIH 
 
Diundangkan di Bekasi 
padatanggal 27 Desember 2006 
 
 SEKRETARISS DAERAH KOTA BEKASI 
 
    Ttd/Cap 
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